
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3· Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di alas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ~etapang tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angga:a.n 2011. 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2011 tenlang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definit_if 
Bantuan Operasional Sekolah Bagi pemerintah Daerah Kabupaten dan Kata Tahun Anggaran 2011 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Baral Nomor 
521/BPKAD/2011 tentang Pene\apan Tambahan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada 
Kecamatan. Kelurahan dan Oesa di Provinsi Kalimantan Baral Tahun Anggaran 2011 yang diterima setelah 'Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditetapkan perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; 

a. bahwa dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Npmor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 lerdapat 
koreksi OAK untuk Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 yang diperhitungkan dalam penyaluran OAK Tahun Anggaran 2011; 

Menimbang 

BU~ATI KETAPANG, 

NOMOR 24 TAHUN 2011 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

' 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasllan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sip ii, Anggota Angkatan Bersenjata _ 
Republik Indonesia dan Para Pensiunan Alas Penghasilan yang Diberikan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577): 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembanqunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

.;. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
• Lernbararf Negara Republik lndones\a Nomor 3312) sebagairnana telan diubah dengan lJ.ndang,'l.Jndang Nomor ..12 Tqhun 1994 (Lernbaran Negara Republik 

•. Indonesia "fahun 1994 Nornor 62, Tambahan LemJ:iaran Ne~ara Repu~lik lndonesia" Nomor :J~9); ,. . t 
; 
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27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Oaerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011 ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupalen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4614): 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan alas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar · Pelayanan Minimal (Lembaran Neg_ara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentanq Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 136, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentanq Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 
Indonesia'. Tahun 2004 Nornor 90, i'ambahan Lernbaran Negara Republik lndon1sia Nemer 4416) s~bagaimana telah diubah dengao Peraturan P.eml;!rintat). 
Nolnor 21 Tci"tun 2007 tentang Pefubaharr·Ketij:}a Alas ;peraturan Pemerintah 'Nornor 24 Tahun 2004 te)itang Kedudukan Protp~pler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyafDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesiatTahun 20CW Nomor 4'7) ; : 1 • ; •• 
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41. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 
Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 225). 

40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tenlang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 201 Nomor 5); 

39. Peraturan Daerah Nornor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kelapang Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Palisi Parnong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 
Nomor 14); 

37. Peraturan Daerah Norn or 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kelapang (Lembaran Daerah kabupaten Kela pang Tahun 2008 
Nomor 13): 

36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 
Nomor 12); 

35. Peraturan Daerah Nornor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11): 

34. Peraturan Daerah Nornor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran 
Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10); : 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang· Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan bagi i Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
kepada Provinsi, Kabupaten dan Kola Tahun Aggaran 2011; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Provinsi, 
Kabupaten dan Kola Tahun Aggaran 2011; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07.2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lnfrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011; 

,, 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
~ Dalam Naqeri Nornor l1 T!i.hun 2011; ., • >. r ~ , 
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentanq Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran· 2011; 
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65, 706, 104,303.28 Rp 

1,043,465, 183,257.32 
(61,844, 122,303.28) 

Rp 
Rp 

Rp 939,375,084,726.50 
Rp 104,090,098,530.82 

981,621,060,954.04 Rp 

Rp 903,079,649,926.50 
Rp 78,541,411,027.54 

Rp 40, 157,416,800.00 ,, 
Rp 25,548,687,503.28 

·c. Pembiayaan Daerah: 
1. Penerimaan 

a. Semula 
b. Bertambah 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

b. Belanja Daerah : 
1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan 
Defisit setelah Perubahan 

a. Pendapatan Daerah: 
1. Semula 
2. Bertambah 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, semula berjumlah Rp 943,237,066,726.50 bertambah sejumlah Rp 104,090,098,530.82 
menjadi Rp 1,047,327,165,257.32 dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
(Serita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 225) diubah sebagai berikut: 

l. ~ENTANG PENJABARAN 

Pasal I 

.,, :- - ~7 ~, 

,r • ) 

PER~TURAN~ BUPATf TENTANG PERUBAHAN J\TAS FlERATURAN ~BUPATI\ NOMOR. 18 TAH.UN 2CJ11 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN °2011 
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MEMUTUSKAN: 
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HENRIKUS 

TTD 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 22 Nopember 2011 

BUPATI KETAPANG, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang 

SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR 246 

ANDI DJAMIRUDDIN 

TTD 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 22 Nopember 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ketapang. 

s1,s44,12t3o3.28 
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Pasalll 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraluran Bupali ini 

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 

Rp 
Rp 

3,861,982,000.00 
! .• 

... 
Rp . • 

r :• 
Rp 3,861,982,000.00 . / 
Rp ., 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 

.. I ! 
a. Sernula 

I 
b.,BE:_rtambah . 1. 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan 

., 
2. Pengeluaran 

.. 


